
KEPUTUSAN KEPAIA KANTOR WILAYAH KEMENTERRAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRTAN

MADRASAH ALIYAH HAYATUL ISLAMIYAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR W重IAYAH KEMENTERRAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang　‥　a・ bahwa dalam rangka pelaksa.naan ketentuan Pasa1 8 ayat (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor　90　Tahun　2013　tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, Perlu memberikan izin

OPeraSional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;

b・ bahwa dalan ran容ka meninglcatkan akscs pendidikan madrasah

yang bermutu, Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
Organi§aSi behadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah

§eSuai dengan §tandar nasional pendidikan;

C. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan

yang telah ditetapkan;

d・ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hunrf a, b dan c di atas, Perlu menetapkan Keputusan臆臆Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur

ten能皿g Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Auiyah

Hayatul Islamiyah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat　: 1. Undang-Undang Nomor　20 Tahun　2003　tentang Sistem

Pendidika-n Nasional (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

2・ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor　4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor　32　Tahun　2013　tentang Perubahan atas

Pcraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepubⅢc Indonesia Tahun

2O 13 Nomor 7 1, Tambahan L。mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5410);

4. Peraturan…



4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar Pendidikan Dasar qAmbaran Negara Republik Indonesia

Tallun 2008 Nomor 90・ Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan

Pend紐kan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 91’ Tambahan I尤mbaran Negara RepubHk Indonesia

Nomor 4864);

6. Peraturan Peme血tah Nomor 74 Tahun 20O8 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 194,
Tanba血an IJemb劃m Negara Republik血donesia Nomor 494 1);

7・ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201O tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaman Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20 ro‾ Nomor 23∵Tambahan Lembarah Negara

Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelola-an dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 57);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona1 Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah DasarlMadrasah

Ib廿daiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawlyah,

dan Sekolah Menengah Aias/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalしNomor 15 Tahun 2OlO

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di

Kal)uPaten/Kota sebagaimana tclah diubah mer互adi Peraturan

Menteh Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2O13

tentang Pembalran atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012臆tentang PerlgaWaS

Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
Sebagalmana tcla血diubah dengan Pcraturan Menteri Agama

Nomor 3 1 Tahun 2O 13 tentang Pemba血an Atas Pera血ran Menteri

Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan

Pengawas Pend通kan Agama Islam pada Sekolah q3erita Negara

Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13　Tahun　2012　tentang

Organisasi dan Tata KeIja Instansi Vertikal Kementerian Agama

(Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

12- Peraturan Menteri Agama Nomor　90　Tahun　2013　tentang

Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O13 Nomor 1382) sebagaimana telah dinbah

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6O Tahun 2015 tentang

Pembahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013

tentang Perlyelenggaraan Pendidikan Madrasah q3erita Negara

RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN _



棚田ⅢUずUSKAⅣ :

KBPUTUSAN K田PAI,A KA珊OR W量LAYAH KB蘭BN↑B京rm

AGAm PROV重NS重　I[ALII撮ARTAN TIINIUR TENTANG

PBⅢBERTAN「 IZⅢ　OPERAS重ORAし　PEND重最IA蘭　MADRASAH

AI,iYAH HAYATUL ISLⅢAH KABUPAT雄N PENAJAM

PASBR U富ARA.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada

Madrasah sebagalmana tercantum dalam Lanpiran yang

merupakan baglan tidak teIPisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu　4　tahun, Kepala Madrasah yang

bersangkutan wajibこ

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada

Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling

Sedikit perkembangan jumlah peserta didik, Pelaksanaan

kurikulum, Pelaksanaan pemenuhan standar sarana

Prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik

dan tenaga kependidikan; dan/atau

b ・ Mengajukan pendaftaran∴∴∴visitasi alneditasi

Sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan

Pemturan Perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA hunlf a dinilai memenuhi standar

Pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan danlatau

hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf

b mendapat pering虹t minimal C, maka izin operasional

Sebagainana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud

dalam「 Dikfum KBDUA huruf a dinilai memenuhi standar

Pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau

hasil akredita§i sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf

b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasIOnal

Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

gga1 3 Maret 2020

KANTO畏甲山耽H



1 �NamaMadrasah � 

2 � � 

3 � �Jl.TambongRt.023BabuluDarat 

Desa/Ke血rahanBabuluDarat 

KabupatenPen萄amPaserUtara 

ProvinsiKalimantanTimur 

4 �NamaOrganisasiPenyelenggara �YAYASANALMA’HADDARUSSYAFA’AH 

与 �AkteNotarisOrganisasi �No.62astrylenar.shTangga129Apri12013 

Penyelenggara 

6 �PengesahanAkteNotaris �AHU-4533・AH.01.O4.TAHUN2013Tanggal 

OrganisasiPenyelenggara �13Agustus2013 



圏囲
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN TiMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : B-93/KW,1 6し2.3/PP.00IO3/2020

Dengan Nomo「 Statistik Madrasah (NSM):


